A

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 112 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2008 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

4.

bahwa berdasarkan Peraluran Guberrur Nomor 110 Tahun 2008, telah
ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dinj Masyarakal;

bshwa dengan adanya penataan ulang struiiur kelembagaan SKPDY
UKPD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarts, sesuai
Peraturan Daerah Nomior % Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daersh, maka Peratran Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 terscbut
perlu dilakukan perubahan

bahwa berdasarkan partimbangan 'smagaimana‘ dimaksud pada
huruf & dan huruf &, perki menetapkan Peraturan Gubernur tentang

. Perubzhan das Peraturan Gubemur Nomor 110 Tzhun 2008 tentang

Padoman Penyelenggaraan: Kewaspadag'n Oini Masyarakat;

:1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi

Kemas yarakatan,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ®Bntang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kdi diubah terakhi dengan Undang-
Undang -‘Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 fentang Pemerintaban Provinsi
Daerah Khusus thukota Jekarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Reputlik Indonesia;



Meneatapkan

& Peraturan Menkr Dalam Negeri Nomer 12 Tahun 2008 tentang
Kewaspadaan Dinii Masyarakat;

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah; '

7. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata
Keria Badan Kesduan Bangsa dan Politik:

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DIN] MASYARAKAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 110 Tahun 2008

terteng Pedoman Penyelenggersan Kewaspadaan Dini Masyarakat periu
dubah, sehingga berbunyi sebagai barikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubatt, seningga keseluuhan Pasal 17 berbunyi
sabapgai berkut :

Pagal 17

Susunan keanpgotasn Dewan Penasihat tingkat Provinsi sebagaimana
dmaksud dalam Pasal 46 ayat (1) hunf 3 adalsh sebagai berkt

Keta : ‘Wakil Gubernur Provinsi DK Jakarta
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provingi DK Jakarta

Sekretaris  : Kapala Badan Kesatyan Bangsa dan Politk Provinsi
DK Jakarta

Kepala Pos Wilayah BIN DK| Jakarta

Asisken Intel Kodam Jaya

Dirckbhs Intelkam Polda Metro Jaya

Asisien Intel Kejaksaan Tinggi DH Jakaria

Kepala Kanwi Kementerian Hukum dan HAM

Provinsi DK Jakarta

Kepala Satuan Pdisi Pamong Praja Provinsl DI

7 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penangguiangan Bencanha Provinsi DK Jakarta

8 Kepalda Dinas Perhubungan Provinsi DI Jakarta

9 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatetan Sipit

Prowingi DK Jakarta

10. Kepda Hiro Tata Pemerintahan Setda Provinsl DI
Jakata

Anggots

N b Lo b

o



2 Ketentuan Pasal 18 divbah, sehingga keseluruhan Pasal 18 barbunyi
sebagai berikut:

Pasa 18

Susunan keanggotaan Dewan Penasitat Tingkat Kota Administrasl/
Kabupaten Adminisiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf b adalah sebagai: berikut.

a Tingkal Kola Admiristrasi
Ketua - Wakil Walikota
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Admini strasi

Seloetaris  : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politk Kota
Adminislrasi

Angoota :1. Pasi el Kodim

Z. Kasal Intelkam Polras Metro

3 Kasi lntel Kejaksaan Neger!

4 Kepala Sgwan Polisi Pamong Praja Kata
Adwinistrasi

& Kepala Suku Dinas Kepandudukan dan Pencatatan
Sipll Kota Administrasi

6 Kepala Suku Dinas Sosid Kota Administras|

7. Kepda Bagian Tata Pemerintahan Sekrotariat
Kaota Administrasi

b Tingkat Kabupaien Administrasi
Kela : Wakil Bupati

Wakil Kefia : Asisen Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat
Sekratadat Kabupaten Administrasi

Sekrotaris  : Kepala Bagian Tata Pemetintahan dan Kessjahteraan
Masyarakal Sekretaiat Kabupaten Admiry.strasi

Anggota = 1. Kasa itelkam Polres Merp

2 Kepala Satuan Pdisi Pamong Praja Kabupaten
Administrasi

3 Kepala Suku Dinas Kependudukan dan
Pencatatar -Sipil Kabupaken Administrasi

4 Kepaa Suls Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Administrasl

4 Danramil Kepulauan Seribu (Rara

€ Danramil Kepulauan Seribu Selatan



3. Ketentuan Pasd 19 diubah, schingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 19
Susunan keanggotaan Dewan Penashat Tingkat Kecamatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ adalah sebagai
berikut:

Ketua » Carpat
Sekretaris * Selaetanis Kecamatan
Anggota 2 1. Gapramil

2. Kapolsek

& Kepala Satgas Polsi Pamong Prda
4. Hopala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan
Ketertiban

4. Ketenfuan Pasal 20 dubah, sehingga keseluruhan Pasd 20 berburyi
sebagai berkut :

Pasal 20

Susunan keanggotaan Dewan Penashat Tingkat Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pesal 36 ayat (1) huruf d adalch sebagal berikut :

Ketua > Luah

Sekretaris . Sekretaris Kelurahan

Anggota : 1. Babmkamiibmas
2. Pabinsa

3. Kepala Satgas Polsi Pamong Praja
4 Kepaa Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan
Ketertiban

5 Ketenluan ‘Pasal 23 diwbah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi
sebagai berikut :

Pasd 23

Delam rangka pengendalian, evaluasl dan pelaporan serta untuk
mendukung kelancaran tugasdugas operasional Dewan Penasihat,
dapa dibentuk Kesekretariatan sesusd kebutuhan masing-masing,
yang difasilitasi oleh:

a ‘Badan Kesatuan Bangsa dan Politik uniuk tingkat Provins:

b ‘Kanior Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi untuk
tingkat Kota Administrasi;

¢. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretarid Kabupaten

Administrasi Keputauan Seribu, unluk tngkat Kabupaten

Administrasi:

Camat, uniuk tingkal Kecamatan; dan

& ‘Lurah, untuk tingkat Kelurahan,

=N



B Kotentuan Pesal 24 diubah, sehingga keselnshan Pasal 24 barbunyi
sebagai besikut:

Pasal 24

Biaya yang dikehsarkan unduk pelaksanaan tugas Forun Kewaspadaan
Dini Masyarakat dan Dewan Penasitvat Forum Kewaspadaan Dini
' Masyarakat dibebankan pada Anggarsn Pendapalan dan Belania
Daerah Provinsi Daetmsh Khusus hukota Jakarla pads Dokumen
Pelaksanaan Anggaran {DPA):

a. Badan Kesatuah Bangsa danPoliflk, uniuk tingkat Provinst;

b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politk, untk tingkat Kota
Administrasi:

¢ ‘Bagan Tata Pemerrgehan untuk tingkat Kabupaten Acninistrasi;
dan

d. ‘Kecamatan dan Kelurahan

Pasal i

Peraturan Gubemr thi mudai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan

Poraturan Gubemuwr iri dengan penempatanrye dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarts,

Diletapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nei 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

Diundangkan di Jakarta
padatawosl 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSLUS
BUKOTA JAKARTA,

‘MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA. DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS BUKOUTA JAKARTA
TAHUN 2010 ‘NOMOR 116



